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PUTUSAN
Nomor 1037/Pdt.G/2023/PA.Smp

[P

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumenep yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
XXXXXXX XXXX, tempat kediaman di KABUPATEN SUMENEP,
sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
XXXXXXX  XxXX, tempat kediaman di KOTA SUMENEP
KABUPATEN SUMENEP, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa

alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Agustus 2023
telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Sumenep pada hari itu juga dengan register perkara Nomor
1037/Pdt.G/2023/PA.Smp, dengan dalil-dalil sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah
menikah pada tanggal 16 Juni 2020 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep
sebagaimana bukti Akta Nikah Nomor : 0063/005/ VI/2020 Tanggall6 Juni
2020;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan
harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dirumah orang tua Penggugat
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lebih 3 tahun dan selama hidup bersama tersebut telah melakukan
hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan tidak
memiliki anak;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun
dan harmonis, namun kurang lebih sejak 8 Bulan yang lalu rumah tangga
Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan mengalami keretakan karena
terjadi perselisihan;
4, Bahwa penyebab perselisihan tersebut adalah:
a. Bahwa Tergugat sering pergi keluar tanpa pamit dari Penggugat dan
pulangnya larut malam;
b. Bahwa Tergugat sering memiliki rasa cemburu yang berlebihan tanpa
alasan sehingga Tergugat melampiaskannya dengan melakukan
Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat ;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, kurang lebih
sejak 4 Bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat
tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orang
tua Tergugat sendiri di KOTA SUMENEP KABUPATEN SUMENEP ;
6. Bahwa atas keadaan yang demikian itu menyebabkan Penggugat
merasa tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan rumah tangga dengan
Tergugat, dan bermaksud mengakhirinya dengan perceraian;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul
akibat perkara ini;
Berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon
Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumenep Cq. Majelis Hakim
Pengadilan Agama Sumenep pemeriksa perkara ini agar memeriksa, mengadili

dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2, Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughro Tergugat (TERGUGAT)
terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;
Atau
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Apabila Majelis Hakim mempunyai pandangan hukum lain, mohon putusan
yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat
didampingi Kuasanya dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan
Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat
untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama
Zainatul Muthiah. S.H.l tanggal 16 Agustus 2023, ternyata mediasi tidak
berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan
maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban
secara tertulis sebagai berikut;

1. Betul, Tergugat dengan penggugat adalah pasangan suami istri yang sah
yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rubaru Kabupaten
Sumenep dengn Akta Nikah No0.0063/005/V1/2020 Tanggal 16 Juni 2020.

2. Betul, Tergugat dengan penggugat hidup rukun dan harmonis kurang
lebih 2 Tahun setelah itu tergugat di suruh Bapak mertua berangkat ke Kota
Ceribon untuk menjaga tokonya tepatnya tergugat berangkat pada Bulan
Puasa tahun 2022 dan tergugat baru pulang Kembali kerumah penggugat
pada bulan Puasa tahun 2023 Kemaren.

3. Tidak benar, tergugat dengan penggugat dalam keadaan baik-baik saja.
4. a.Tidak Benar, tergugat tidak pernah sering keluar malam, tergugat
Kembali membantu berjualan Bakso di rumah penggugat setelah penggugat
pulang dari Kota Ceribon.

b. Tidak Benar, Tergugat tidak pernah memukul Penggugat atau

tidak pernah melakukan KDRT sama sekali, jika rasa cemburu mimang

ada tetapi itu semua adalah bentuk rasa kasih sayang tergugat terhadap
penggugat, kalau cemburu berlebihan tidak apabila penggugat terus
berasumsi tergugat selalu memukul pengggugat,penggugat harus bisa
menunjukkan bukti-bukti yang kuat, Bukti Fisum dari Dokter atau Bukti-
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bukti yang sah lainnya. Jika tidak bisa membuktikan semua itu berarti
penggugat berdusta atau berbohong atas apa yang telah penggugat
bicarakan. Jika penggugat memaparkan sudah terjadi perselisihan dan
tergugat selalu keluar malam ini dan itu, semua itu tidak benar. Setelah
kepulangan tergugat dari Kota Ceribon yang di suruh untuk menjaga toko
tingkah laku tergugat selalu salah di mata penggugat. Tergugat tidak
mengerti dan tidak menyangka hanya tergugat telah bersikap aneh.
Tergugat berangkat kerja jauh-jauh ke Ceribon hanya demi istri, Tergugat
di Kota Ceribon tidak pernah pegang uang sama sekali, semuanya
tergugat Transper ke istri di rumah dengan Nominal Rp,2.500.000,-
perbulan. Tergugat rela bekerja susah payah demi keluarga, Tahu-
tahunya tergugat di suruh pulang ke rumah tergugat sendiri tanpa ada
alasan yang kuat.
5. Tergugat tidak pernah meninggalkan penggugat melainkan
penggugatlah yang menyuruh pulang tergugat. Tergugat dengan penggugat
baru pisah tempat tinggal pada akhir Bulan April dan itupun belum sampai 6
Bulan kami pisah tempat tinggal. Seperti peraturan terbaru tentang
perceraian SEMA No.1 Tahun 2022.
a. Tergugat tidak pernah bertengkar terus menerus
b. Tergugat pisah tempat tinggal belum lebih 6 Bulan.
c. Jadi Mengingat peraturan tersebut landasan penggugat adalah tidak
benar.
6. Didalam Poin ini pernyataan penggugat terlalu membesar-besarkan
masalah tergugat baru pulang bekerja dari Kota Ceribon tidak tahunya tiba-
tiba ada masalah sehingga membuat tergugat bingung. Sedangkan
penggugat sudah agak susah Ketika di ajak tidur Bersama,tergugat bingung
ada apa semua ini ?. Tergugat sebagai seorang laki-laki yang sudah
berjuang banting tulang mencari nafkah, apakah pantas diperlakukan seperti
ini.
Demikianlah Jawaban serta fakta-fakta tersebut di atas maka kami mohon
kepada Majlis Hakim Pengadilan Agama Sumenep untuk mememriksa,
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Mengadili dan Memutuskan perkara ini dengan Bunyi AMAR Putusan
sebagai Berikut:
PRIMAER
1. Membatalkan Gugatan penggugat karena tidak memenuhi sarat yang
sah/Sar'i
SUPSIDAIR
Atau apabila Majlis Hakim Pengadilan Agama Sumenep berpendapat lain
Mohon di Putuskan dengan seadil- adilnya.
Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik
secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut ;
mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Tidak benar pernyataan Terguta di suruh bapak Mertua (Matlani)
berangkat ke Kota Cirebon untuk menjaga toko melaikan kehendaknya
Tergugat sendiri untuk menjaga toko ke kota Cirebon bahkan bapak
Matlani melarangnya;
2. Sebenarnya pihak Tergugat pernah memukul penggugat namun
pihak penggugat sendiri sampe melakukan visum dan lain lain
dikarenakan masih mencoba sabar;
3. Pernayataan Tergugat yang menyatakan tidak pernah keluar
malam itu bohong bahkan punya geng club malam mingguan
Bahwa Tergugat pada sidang tahap duplik dan sidang-sidang berikutnya
Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya meskipun telah
diperintahkan dan atau dipanggil secara resmi dan patut serta tidak datangnya
itu tidak disebabkan suatu halangan yang sabh;
Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3529155507050002
tanggal 24 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep. Bukti surat tersebut telah diberi
materai cukup, telah di Nazegellen dan Ketua Majelis telah mencocokan
dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Rubaru Kabupaten
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Sumenep Provinsi Jawa Timur, Nomor 0063/005/ VI/2020 Tanggal 16 Juni

2020, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah di Nazegellen

dan Ketua Majelis telah mencocokan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu

diberi tanda P.2 ;
Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan
saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 1, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,

pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN, di bawah sumpah,

memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan
dengan Penggugat sebagai ayah kandung penggugat;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun
2020 di KUA Rubaru Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur;

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat
tinggal bersama di dirumah orang tua Penggugat lebih 3 tahun;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat belum
dikaruniai anak.;

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih
sejak 8 Bulan yang lalu sudah tidak rukun lagi sering terjadi
pertengkaran;

- Bahwa, saksi tidak melihat atau mendengar pertengkaran tersebut,
hanya cerita dari Penggugat;

- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan dan
pertengkaran tersebut karena Tergugat sering keluar malam dan
Tergugat sering berhutang;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah telah
pisah rumah sejak 4 bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah
tidak bersatu lagi;

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan
Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1037/Pdt.G/2023/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI 2, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx,
bertempat tinggal di KABUPATEN, di bawah sumpah, memberikan
keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki

hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga penggugat;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami

isteri yang sah yang menikah pada tanggal 16 Juni 2020 di KUA Rubaru

Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur;

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan

Tergugat tinggal bersama di dirumah orang tua Penggugat lebih 3 tahun;

- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan

Tergugat belum dikaruniai anak.;

- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat

sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

sejak 8 bulan yang lalu yang mengakibatkan antara Penggugat dan

Tergugat sudah pisah rumah sejak 4 bulan yang lalu sampai dengan

sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak

pernah bersatu lagi;

- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan

pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat

sering keluar malam dan Tergugat sering berhutang;

- Bahwa, saksi tidak melihat atau mendengar pertengkaran

tersebut;

- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan

merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada
pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;
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PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan
upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, hamun
tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan
(4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis
Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka
pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai
ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai
Gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan
pertangkaran disebabkan Tergugat sering keluar malam dan Tergugat sering
berhutang, akibatnya sejak 4 bulan yang lalu telah berpisah tempat tinggal
hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi
menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat dalam
jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian
yang lain, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat
telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup,
telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat
tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat

kediaman Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh
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Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai
akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti
bahwa identitas Penggugat benar sesuai permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai
cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti
surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan
bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 16 Juni 2020,
relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah
memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai
kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat
dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 16 Juni 2020 di
KUA Rubaru Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur, hal tersebut sesuai
ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat
sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai persona standi in
judicio memiliki legal standing sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai
pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau
orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum
Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat
formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai
hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar
langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh
karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil
sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi
tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian
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dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang
saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti karena pada
tahap sidang tersebut dan sidang-sidang berikutnya Tergugat tidak hadir dan
tidak mengirim wakil atau kuasanya meskipun telah diperintahkan dan atau
dipanggil secara resmi dan patut serta tidak datangnya itu tidak disebabkan
suatu halangan yang sah, karena itu gugatan ini dilanjutkan pemeriksaannya di
luar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan
di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak 8 bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering
keluar malam dan Tergugat sering berhutang;

2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat
dan Tergugat sudah pisah pisah rumah sejak 4 bulan yang lalu hingga
sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan
tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana
layaknya suami isteri;

3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga
Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan
Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk
merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena
Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas
dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus
menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan
hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis
Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-
benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan
dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk
dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga
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yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan
sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang

terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqgarah ayat 227, yang berbunyi :
ﬁ - /“' “‘ ’ 10 )// o /
Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah
Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah
satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum
permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal
118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh
Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu raj'i adalah antara suami
dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk isrtri
selama istri masih dalam iddah;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
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2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT)
kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

yang hingga kini sejumlah Rp 970.000,00 ( sembilan ratus tujuh puluh ribu
rupiah ).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang
dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 5 Rabiul Awwal 1445 Hijriyah, oleh kami Nurjumaatun
Agustinah, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurul Qalbi, M.H.E.S. dan
Hirmawan Susilo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh
Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan
dibantu oleh Moh. Hasyim, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh

Kuasa Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota Ketua Majelis
Dra. Hj. Nurul Qalbi, M.H.E.S. Nurjumaatun Agustinah, S.Ag.
Hakim Anggota

Hirmawan Susilo, S.H., M.H.
Panitera Pengganti

Moh. Hasyim, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp.  30.000,00
2. Proses : Rp. 100.000,00
3. Panggilan : Rp.  800.000 ,00
4. PNBP Panggilan : Rp.  20.000,00
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5. Redaksi : Rp. 10.000,00

6. Meterai : Rp. 10.000.00

Jumlah Rp. 970.000,00
(sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah)
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